
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor5063);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
peraturan Bupati.

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)" Pedoman belanja modal dan
insentif diatur denganperaturan KepalaDaerah;

BUPATIBARITOKUALA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANBELANJAMODAL
BADANLAYANANUMUM DAERAHDANINSENTIF

UNITPELAKSANATEKNISLIMBAH B3
KABUPATENBA..~ITOKUALA

TENTANG

PERATURANBUPATIBARITOKUALA
NOMOR84 TAHUN 2021

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan
Permendagri Nomor21 Tahun 2011;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan
Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahtin 2014 Nomor 92,
Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);



Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 1

BAB!
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DAN INSENTIF UNIT PELAKSANA
TEKNIS LIMBAH B3 KABUPATENBARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
anggaran 2021 (Berita.Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 Nomor 103).

19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020
tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 Nomor99);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis
Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan
Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Badan Layanan Umum Daerah;



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksanaan
teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUDuntuk periode 5 (lima) tahunan.

10.0rganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah unsur perangkat daerah pemerintah daerah
Kabupaten Barito Kuala selaku pengguna anggaran / pengguna
barang.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

12.Rencana Bisnis dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
diaingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

14.Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bend ahara umum daerah.

15.Unit Pelaksana Teknis Dirias/ Badan Daerah adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan Z atau kegiatan teknis penunjang tertentu
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

16.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat
(PPK- BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangs a
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
pada umumnya.



(1) Sumber daya manusia BLVDterdiri .atas :
a. pejabat pengelola;dan
b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan
keuangan BLVDdalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLVD.

(4)Pejabat Pengeloladan pegawai BLVDberasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dari / atau
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai

selain sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dari profesional
lainnya.

(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan
dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif
dalam meningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pasal 2

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pengeloladan Pegawai

17.kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran,
dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi,
pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan
defisit.

18.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Vmum Daerah,
yang disingkat PPK BLVD,adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
rnenerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
rneningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLVD yangmenambah ekuitas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

20.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh BLVD.



(1)Pejabat PengelolaSebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)diangkatdan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1)huruf a terdiri atas:
a. KepalaUPT;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(2)Sebutan Kepala UPT, pejabat keuangan dan pejabat teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 5

Q.) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat
Pengeloladan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4)dan ayat (5)berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
Praktek Bisnis YangSehat.

~ Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, ke
Pemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan
dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia
yang berorientasi pada pamenuhan secara kuantitatif dan
kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi
secara efisien.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan,
pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak,
kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengeloladan pegawai
yang berasal dari tenaga profesionallainnya serta penerimaan
pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non PNS dilakukan
berdasarkan mekanisme rekrutmen, Kerja Sarna Operasional
(KSO),magang, atau cara-cara lain yang efektif dan efisien
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

Pasal 3

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesionallainnya
sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa
jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan
berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang
telah disetujui PPKD.



(1)Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1)huruf bmempunyai tugas:
a. rnerurrruskari kebijakan terkait pengelolaankeuangan;
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakanpengelolaankas;
f. melakukan pengelolaanutang, prutarig, dan investasi;

Pasal9

(1)Kepala UPT Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a bertindak selaku kuasa pengguna anggaranjkuasa
pengguna barang.

(2)I?alam hal Kepala.UPI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berasal dan pegawai negeri sipil, pejabat keuangan
ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaranjkuasa pengguna
barang.

Pasal 8

(1) KepalaUPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUDagar lebih efisiendan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Bupati;

c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan REA;
e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis

kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan peruridangan- undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan intemal,
serta menyampaikan dan
mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta
keuangan BLUDkepada Bupati; dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Kepala UPI' dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawabumum operasional dan keuangan.

Pasal 7

(2) Kepala UPTSebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Kuala.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.



(IJ Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
a yaitu kepala Dinas Lingkugan Hidup Kabupaten Barito
Kuala yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan
yang bersangkutan.

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUDterdiri atas:
a. PembinaTeknis Dan PembinaKeuangan;
b. Satuan Pengawas Internal; dan
c. Satuan Pemeriksaan Internal
d. DewanPengawas.

Pasal 11

Bagian Kedua
Pembina dan.Pengawas Badan Layanan UmumDaerah

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf cmempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan dibidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan sesuai dengan RBA;
c. memimpindan mengendalikan kegiatan

teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dari zatau
Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat teknis dalam me1aksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan
di bidangnya.

(3)Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud
x.. pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 10

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang beradadibawah penguasaannya;

h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan; dan
j, tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau

KepalaUPTsesuaidengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawabkeuangan.

l3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara
pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.



(1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen
untuk:
a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
d. mendorongdipatuhinyakebijakan manajemendalam

penerapanPraktek Bisnis YangSehat.
(2) Vntuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas intemal

yangbersangkutan harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;

\._ b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan BLVD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memaharni tugas dan fungsi BLVD;
e. memiliki pengalaman teknis pada BLVD;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma3);
g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga)tahun;
h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling

tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

i. tidak pemah dihukum karena melakukan
tindak pidana yangmerugikan keuangan negara atau
keuangan daerah;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 14

m Dalam rangka mengawasi kinerja pelayanan, keuangan dan
Pengaruh Lingkungan Sosial dalam menyelenggarakan
prektek Bisnis yang sehat dapat dibentuk Satuan Pengawas
Internal.

~ Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Kelompok Jabatan Struktural/Fungsional yang
bertugas melaksanakan Pengawasan dan monitoring
terhadap Pengelolaan Sumber Daya BLVD.

@) Saman pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung
dibawah KepalaVPT.

E1) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
mempertimbangkan:
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume danIatau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

~ Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a yaitu PPKD.



(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf d dibentuk oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur

\_ dan Zatau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito
Kuala.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)orang.
(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)

orang sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) untuk BLUD
yang memiliki:
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran

2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan
fungsi:
a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko eli

unit kerja rumah sakit;
b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan

pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur
dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi
umum dan keuangan;

c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern
yang ditugaskan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala;

d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak
lanjut atas laporan hasil audit; dan

e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan
pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional
rumah sakit.

Pasal 16

(1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat huruf c merupakan unsur organisasi yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kirierja internal
rumah sakit.

(2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Pasal 15

Satuan Pemeriksaan Irrterrial



(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan

BLUDdan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
untuk ditindaklanjutioleh Pejabat PengelolaBLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa ekstemal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Perigelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah
mengenai:
1. RBAyang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam

pengelolaan BLUD;dan
3. kinerja BLUD.

Pasal 19

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17ayat (1) terdiri atas unsur:
a. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang

membidangi kegiatanBLUD dalam urusan kesehatan;
b. 1 (satu) orang pejabat DINASLINGKUNGAN HIDUP

yang membidangipengelolaan keuangan daerah; dan
c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan

BLUD.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang
tinggi untuk memajukan dari mengembangkan BLUD;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai
komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap

unsur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
h. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
rnenyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati

atau calon wakil Bupati, dariZatau calon anggota legislatif.

Pasal 18

,



Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada
BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 22

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima)
tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60
(enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud padaayat (3) huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan peruridang­

undangan;
c. terlibat dalarn tindakan yang merugikan BLVD;
d. dinyatakan bersalah dala.m putusan pengadilan yang

telahmempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri; dan
f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan

kerugianpada BLUD, negara, clariZata.u daerah.

Pasal 20

(2) Penilaian kineIja keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari lay an an yang

diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran.
(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif
pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan
pertu.mbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.



diberikan kepada
Dewan Pengawas

Honorarium
Sekretaris

(6) Insentif dalam bentuk
Dewan Pengawas dan
ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan
Pengawas dan pegawai BLUD diberikan Insentif sesuai
dengan tanggungjawab dan profesionalisme.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
imbalankerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap

setiap bulan;
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tambahan pendapatan di luar gaji;
d. bonus atas prestasi yaitu imbalan keIja berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan
tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD
memenuhi syarat tertentu;

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan
puma jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;
dany atau

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang sesuai dengan
kemampuan keuangan.

(4) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b untuk Direktur dengan mempertimbangkan faktor­
faktor sebagai berikut :
a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD,

tingkat pelayananserta produktivitas;
b. pertimbangan persarnaannya dengan industri pelayanan

sejerua;
c. kemampuan pendapatan BLUDbersangkutan; dan
d. kinerja operasional BLUDyang ditetapkan oleh Bupati

dengan mempertimbangkan indikator keuangan,
pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk
Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan ditetapkan paling
tinggi 900/0 (sembilanpuluh persen) dari Insentif Kepala
UPT.

Pasal 24

BAB III
INSENTIF

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh
pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23



Pengaturan Besaran Insentif dalam Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dihitung
berdasarkan indikator penilaian, meliputi :
a. pengalaman dan masa kerja;
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;

Pasal 26

(1) Pengaturan besaran Insentif dalam Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan,
kepatutan, kewajaran dan kinerja.

@ Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1'), pengaturan besaran ins e n t i f dapat
memperhatikan indeks hargadaerah/wilayah.

@) Untuk mengatur insentif BLUD,Bupati dapat membentuk tim
yangkeanggotaannya dapat berasal dari unsur :
a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD/Dinas

LingkunganHidup Kabupaten Barito Kuala;
b. Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah;
c. perguruan tinggi;dan
d. lembagaprofesi.

~ Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 400/0 (empat puluh
persen) dari gajiKepala UPT.

b.Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh
enam persen)dari gaji Direktur.

c. Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas
persen) dari gajiKepala UPT.

(7) Pegawai BLVD termasuk Satuan Pengawas Intemal
menenma insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.bersifat tetap berupa gaji;
b.bersifat tarnbahan berupa tunjangan tetap dan bonus
atas prestasi; dan

c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan
petjanjian ketja dan profesional lainnya atau perrsrun
bagi PegawaiNegeriSipil.

(8) Satuan Pemeriksaan Internal menerima insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tunjangan tetap

(9) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur
dengan Keputusan Bupati

(10) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
berupatunjangan hari raya dan uang untuk pegawai dengan
kinetja terbaik/prestasi diatur dengan keputusan Kepala
UPT

(ll) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat
(8) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Diundangkan di Marabahan,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak diundangkan.

Pasal 27

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP./

d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil / capaian kirierja.


